
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2008

TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dipandang perlu mengatur
tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Konsil
Kedokteran Indonesia dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :
1. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom,

mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri
atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

2. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran adalah suatu lembaga
yang dibentuk oleh para dekan fakultas kedokteran yang
berfungsi memberikan pertimbangan dalam memberdayakan dan
menjamin kualitas pendidikan kedokteran yang diselenggarakan
oleh fakultas kedokteran.

3. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi adalah suatu
lembaga yang dibentuk fakultas kedokteran gigi yang berfungsi
memberikan pertimbangan dalam memberdayakan dan menjamin
kualitas pendidikan kedokteran yang diselenggarakan oleh
fakultas kedokteran gigi.

4. Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan adalah himpunan rumah sakit
pendidikan dokter atau dokter gigi (teaching hospital).

5. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk



dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
6. Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi

Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi
untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas
mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

7. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang kesehatan.

Pasal 2

Anggota Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas
usul Menteri.

Pasal 3

(1) Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri
atas unsur-unsur yang berasal dari :
a. organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang;
b. organisasi profesi kedokteran gigi 2 (dua) orang;
c. asosiasi institusi pendidikdn kedokteran 1 (satu)

orang;
d. asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi 1 (satu)

orang;
e. kolegium kedokteran 1 (satu) orang;
f. kolegium kedokteran gigi 1 (satu) orang;
g. asosiasi rumah sakit pendidikan 2 (dua) orang;
h. tokoh masyarakat 3 (tiga) orang;
i. Departemen Kesehatan 2 (dua) orang; dan
j. Departemen Pendidikan Nasional 2 (dua) orang.

(2) Unsur dari asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, Departemen
Kesehatan dan Departemen Pendidikan Nasional yang
masing-masing 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g, huruf i, dan huruf j terdiri atas 1 (satu) orang
berlatar belakang pendidikan profesi dokter dan 1 (satu)
orang dokter gigi.

BAB II
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

KEANGGOTAAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 4

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Konsil Kedokteran
Indonesia, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai
berikut :
a. warga negara Republik Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani;



c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak
mulia;

d. berkelakuan baik;
e. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan

setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada
waktu menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

f. pernah melakukan praktik kedokteran paling sedikit 10
(sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi
dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi, kecuali
untuk wakil dari unsur masyarakat;

g. cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang
tinggi serta memiliki reputasi yang baik; dan

h. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya
pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil
Kedokteran Indonesia.

(2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud pada
ayat (1), untuk dapat diangkat sebagai Anggota Konsil
Kedokteran Indonesia, Calon Anggota Konsil Kedokteran
Indonesia yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus
memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan

pasien;
b. berwawasan nasional;
c. memahami masalah kesehatan; dan
d. bukan dokter atau dokter gigi.

Paragraf 2
Pengusulan Calon Anggota Konsil

Kedokteran Indonesia

Pasal 5

(1) Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia diusulkan oleh
masing-masing pimpinan dari setiap unsur yang diwakili
sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur Keanggotaan
Konsil Kedokteran Indonesia kepada Menteri.

(2) Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari
unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh Konsil Kedokteran
Indonesia periode berjalan kepada Menteri.

Pasal 6

Usulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis kepada Menteri
disertai dengan keterangan mengenai :
a. data diri yang bersangkutan;
b. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Anggota Konsil

Kedokteran Indonesia;
c. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural

dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama
menjadi Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

d. keterangan lainnya yang berkenaan dengan persyaratan Calon
Anggota Konsil Kedokteran Indonesia.


